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PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 20 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Jo Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Keuangan dan Protokoler Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD ;

bahwa tunjangan perumahan diberikan kepada
Pimpinan/Anggota DPRD yang dipergunakan untuk uang sewa
rumah bagi yang belum mempunyai Rumah Dinas yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito
Selatan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1862 ) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) ;
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Keuangan dan Protokoler Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor ..... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor ..... ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011, Nomor 694);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN

PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

w

o

Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum
yang mempunyai batas-batas Wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan.

Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada
Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan yang belum mendapatkan Rumah Dinas.

BAB II
BESARAN TUNJANGAN
Pasal 2

Besarnya Tunjangan Perumahan yang diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten
Barito Selatan yang belum mendapatkan Rumah Dinas adalah sebesar Rp. 4.500.000,-
(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) / Bulan / Orang.

Pasal 3

Dana untuk membayar Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 di atas,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.



Pasal 4
Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang dan
dibayarkan setiap bulan.

BAB Il
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 5
1. Pembayaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan/Anggota DPRD dilakukan
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Bagi Pimpinan/Anggota DPRD vyang sudah memiliki Rumah Dinas tidak
dibayarkan Tunjangan Perumahan.
3. Bagi Pimpinan/Anggota DPRD yang berhenti atau diberhentikan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan, maka Tunjangan Perumahan tidak dibayarkan
pada bulan berikutnya dan dilaporkan kepada Bupati Barito Selatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Pembayaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Barito
Selatan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012.

Pasal 7
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4
Tahun 2007 tentang Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2007 Nomor 5),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 20 April 2012

Diundangkan di Buntok
Pada Tanggal 20 April 2012

SEKRETARIS/DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

DAMBER LIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 13



